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ABSTRAK 

Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di 

dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang 

dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi 

dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak 

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang 

memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terkait kendala tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kepolisian dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif 

dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utamanya. 

Penelitian ini menggunakkan deskriptif analisis merupakan penelitian 

studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (library 

research), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan 

dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh dari kesimpulan pembahasanya 

sebagai berikut : Pertama, penyidik POLRI dalam menlakukan 

serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang 

sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. Kedua, perbedaan dalam kewenangan penyidikan yang 

dimiliki oleh KPK dan kepolisian adalah KPK memiliki kewenangan yang 

selangkah lebih unggul daripada Kepolisian Karena dapat mengambil alih 

perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian ataupun 

kejaksaan sesuai dengan pasal 10A Undang UNdang No 19 Tahun 2019, 

akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan alaan alsan tertentu dan 

mekanisme yang ada di dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang Undang 

No 19 Tahun 2019. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Kewenangan. 
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ABSTRACT 

 

Corruption is a problem that almost occurs in all countries in the 

world. Corruption is a global problem that concerns everyone and is an 

extraordinary crime. The development of corruption cases which 

continues to increase from year to year, both in terms of the number of 

cases that occur and the amount of state financial losses as well as in 

terms of the quality of criminal acts committed are increasingly systematic 

and their scope enters all aspects of people's lives. Related to these 

obstacles, this study aims to determine the authority of the Police and the 

Corruption Eradication Commission in investigating Corruption Crimes. 

 

The research method used is a normative juridical method using 

primary legal materials as the main data. This research uses descriptive 

analysis, which is a documentation study that utilizes the study of texts and 

literature (library research), and the sources are books, journals, media, 

and documents related to the main issues discussed. 

 

The results of the study obtained from the conclusions of the discussion 

are as follows: first, POLRI investigators in carrying out a series of 

actions in the investigation, have the authority as regulated in Article 16 

of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and 

the Corruption Eradication Commission regulated in Article 12 of Law 

Number 20 of 2001 and second, difference in the investigative authority 

possessed by the KPK and the police is that the KPK has an authority that 

is one step superior to the police because it can take over corruption cases 

even though they are being handled by the police or prosecutors in 

accordance with article 10A of Law No. 19 of 2019, will but it must be 

done in accordance with certain reasons and mechanisms contained in 

Article 10A paragraphs (2) and (3) of Law No. 19 of 2019. 

Keywords: Corruption Crime, Investigation, Authority. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius 

adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara 

Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instusi negara yang 

menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. 

Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah 

menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga 

dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.
1
 Tindak pidana 

korupsi di Indonesia semakin meluas dan sistemik.
2
 Maka tindak pidana 

korupsi yang sebelumnya hanya merupakan kejahatan biasa kemudian 

digolongkan menjadi kegiatan luar biasa.
3
 Meluas dan sistemiknya tindak 

pidana korupsi serta dampaknya itu akan diperparah manakala pengaturan 

kewenangan antara para penegak hukum juga tidak sistemik atau saling 

bertentangan.
4
 

Terdapat dua faktor penyebab korupsi di Indonesia. Pertama, 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri. Kualitas 

moral yang dimiliki setiap masing-masing individu tentunya berbeda

                                                 
1
 Deni Styawati, KPK Pemburu Koruptor, Cet I: Pustaka Timur,Yogyakarta2008), hlm. 1 

2
 Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, Korpsi dan Nepotisme (KKN), 

(Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 103 
3
 Ibid  

4
 Amien Rais, Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia,Aditya Media 

Yogyakarta, 1999, halaman x. 
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Sifat individu sangat mempengaruhi terjadinya korupsi dari faktor internal. 

Adanya sifat serakah dan ketidakpuasan dalam diri sendiri dan keadaan 

ekonomi yang mendesak dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

korupsi. Kedua, Faktor eksternal terbagi dalam beberapa sub. dari sistem 

hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi bias dibilang masih 

lemah. Hukum tidak di jalankan dengan benar sesuai prosedur, aparat 

mudah disogok sehingga banyak pelanggaran yang masih dilakukan oleh 

masyarakat. Dari sistem politik, faktor yang sangat dekat dengan 

terjadinya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang berlebih. 

Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

korupsi. Korupsi bisa dibilang budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi 

memberi yang disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Berdasar pada kenyataan demikian, Pasal 43 UU No. 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor) 

mengisyaratkan terbentuknya lembaga independen yang dikenal dengan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

selanjutnya disebut dengan KPK ini dibentuk dalam jangka waktu relative 

cepat sejak semenjak Undang-Undang tersebut mulai belaku. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII Tahun 2001 yang memberi 
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arahan kebijakan untuk percepatan dan efektivitas pelaksanaan 

pencegahan korupsi di Indonesia.
5
 

Sekarang ini tindak pidana korupsi ditangani beberapa lembaga 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan 

wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana 

korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 106 sampai dengan 

136 KUHAP oleh penyidik. Sejalan dengan itu, pasal 6 huruf e Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

bertugas untuk melakukan; e) penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi.
6
 

Mengacu pada hal tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa 

terdapat Lembaga-lembaga penunjung atau state auxiliary agency yang 

                                                 
5
 Djaja Ermasjah, Memberantas Korupsi Bersama KP K, Ed. Tarmidzi, Sinar 

Grafika, Jakarta 2012, hlm. 30. 
6
 Rudy Cahya Kurniawan Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri deepublish  

Yogyakarta, 2019  hlm. 6. 
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dibentuk untuk menunjang tercaapainya tujuan berbangsa dan bernegara. 

Salah satu contoh yang menjadi lembaga state auxiliary organs dalam 

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Lembaga Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak munculnya Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

kedudukan Komisi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga 

Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun.  

Berdasar pada hal tersebut, dengan adanya dua Lembaga yang 

dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana  korupsi, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi? 
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2. Apa sajakah perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan 

Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana 

korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kewenangan Kepolisian dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan 

penelitian juga dapat berguna dalam perkembangan ilmu dibidang 

hukum. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Masyarakat Umum 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk     

masyarakat umum. 

b. Bagi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan 

efektifitas kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

menjalankan penyidikan untuk kasus tindak pidana korupsi.  
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E. Terminologi 

1. Tinjauan 

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan 

komponen-komponen serta bagian–bagian yang relevan untuk 

kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 

permasalahan.
7
 

2. Yuridis 

Yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum 

atau dari segi hukum.
8
 

3. Kewenangan 

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai 

tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan 

kekuasaan.
9
 

4. Kepolisian 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

memiliki fungsi pemerintahan negera di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

                                                 
7
 Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 

2003, hlm 5. 
8
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 66. 
9
 Yudi Kristiana, Menuju Kejaksaan Progresif, Masyarakat Transparasi Indonesia, 

Jakarta, 2009, hlm 43. 
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10

 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan 

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan 

meningkatkan daya guna hasil guna terhadap upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya.
11

 

6. Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12

 

7. Tindak Pidana 

Tindak pidana menurut Adami Chazawi berpendapat bahwa 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum 

dan dilakukan dengan kesalahan.
13

 

8. Korupsi 

Istilah Korupsi berasal dari kata Latin “Corruption”, “corruptus” 

(inggris) dan “Corruptie” (Belanda) yang artinya menunjuk pada 

                                                 
10

UU 2/2002  
11

 UU 19/2019 
12

 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
13

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 104. 
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perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan 

keuangan.
14

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penilitian ini 

adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode 

pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum 

beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitang dengan 

penelitian ini.
15

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini 

menggunakkan deskriptif analisis merupakan penelitian studi 

dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (library 

research), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, 

dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang 

dibahas. Pemilihan metode ini karena penilitian ini merupakan kajian 

teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun 

media telekkomunikasi, maupun buku-buku.
16

 

3. Jenis dan Sumber Data 

                                                 
14

 Abdul Aziz, Kewenanganan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, 

Jurnal dinamika Hukum dan keadilan, Vol 9, No 2, 2018, hlm 7 
15

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, 2011),   
16

 Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Metode Penelitian Prosedur dan Strategi. 

Sinar Pagi, Jakarta,  hlm. 12 
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Jenis dan sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Dalam pembahasan ini, data sekunder terbagi menjadi 

tiga bagian, yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum 

yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai autoratif. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala 

dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
17

 Dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri 

dari: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan 

hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, 

jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas.
18

 

 

                                                 
17

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, hlm. 35. 
18

Ibid, hlm 37   
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa 

Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.
19

 

4. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini 

adalah: 

a. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan 

pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-

referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
20 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen 

merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh 

informasi terkait objek penelitian.
21

 

 

                                                 
19

 Arikunto, suharsimi 2010 prosedur penelitian suatu pendekatan, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm 74 

 
20

 Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 

2017, hlm 7. 
21

Ibid. hlm 9.  
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5. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian 

dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu merupakan 

proses pelacakan pengaturan secara sistematis yang dipeeroleh dengan 

cara observasi serta bahan lain agar penulis dapat melaporkan hasil 

penelitian. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan 

metode dedukatif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke 

pernyataan khusus.
22

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab 

selanjutnya. Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah 

yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan 

sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan 

menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. 

Berisi penjabaran mengenai diskripsi-diskripsi poin yang 

dibahas meliputi tinjauan umum tindak pidana korupsi, 

                                                 
22

 Ibid. hlm 9. 
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kepolisian, komisi pembeerantasan korupsi, serta perspektif 

islam terkait Tindak Pidana Korupsi 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang 

diangkat oleh penulis. Rumusan masalah diantaranya adalah 

bagaimana kewenangan kepolisian dan Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi 

dan apa sajakah perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh 

kepolisian dan komisi tindak pidana korupsi dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi. Pembahasan serta pengumpulan data 

menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan dalam 

sub-bab mengenai teknik penelitian. 

BAB IV: Penutup 

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari 

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Jawaban dari 

penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab 

sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini. Serta berisi saran-

saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang 

berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran 

dari penulis. 
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H. Jadwal Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2021 

hingga bulan Desember 2021. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah 

sebagai berikut : 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 Penyusunan 

Proposal 

      

2 Pengumpul

an Data 

      

3 Pengolahan 

Data 

      

4 Penyajian 

data atau 

Pengolahan 

Skripsi 

      

5 Ujian 

Skripsi 

      

6 Revisi dan 

Penggandaa

n 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

Sudarto mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum 

yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum 

Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah:
23

 

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan 

“perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan 

perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya 

pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut 

“perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” 

(verbrechen atau crime). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini 

harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang 

“perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan 

yang dilarang dan orang yang melanggar larang itu. 

b. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana 

                                                 
23

Soedarto, 2009, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a 

Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-14. 
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Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata 

tertib” (tuchtmaatregel, Masznahme). Di dalam ilmu pengetahuan 

Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van 

Strafecht (W.v.S) yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang 

dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri: 

1) Pidana Pokok: 

a) Pidana Mati 

b) Pidana Penjara 

c) Pidana Kurungan 

d) Pidana Denda 

e) Pidana Tutupan 

2) Pidana Tambahan: 

a) Pencabutan beberapa hak tertentu 

b) Perampasan barang yang tertentu 

c) Pengumuman putusan hakim 

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan 

secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya 

hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. 

2. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Straafbaarfeit, yang 

terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbar dan feit. Perkataan 

feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagaian dari kenyataan, 
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sedangkan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah 

perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari perbuatan yang dapat 

dihukum.
24

 Adapun tindak pidana menurut simon adalah Tindak 

pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan 

pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu 

bertanggungjawab.
25

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang 

teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis 

adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, 

sedangkan sudut pandang undnag-undang adalah perumusan suatu 

peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana 

menurut beberapa para ahli hukum didalam buku Roeslan Saleh yang 

dikutip oleh Aji Suryo dalam karya ilmiahnya:
26

 

a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang 

melanggarnya. 

                                                 
24

 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika 2012, 

hlm 5  
25

 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Bandung : PT. 

Refika Aditama, 2011, hlm 98 
26

 Aji Setyo, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 

dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company), Unissula, Semarang, 

hlm. 27. 
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b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi rangkaian 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, dan diadakan tindakan penghukuman. 

c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi perbuatan manusia, 

dan ancaman pidana didalam peraturan perundang-undangan. 

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

a. Kejahatan dan Pelanggaran 

Rechtsdelicten atau tindak pidana hukum merupakan suatu 

sifat tercela itu tidak semata-mata hanya termuat dalam undang-

undang melainkan pada dasarnya sudah melekat sifat terlarang 

sebelum termuat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-

undang yang berlaku. Walaupun belum termuat dalam undang-

undang, kejahatan yang dianggap memiliki sifat tercela oleh 

masyarakat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum materiil. 

Sebaliknya, wetsdelicten bersumber dari undang-undang artinya 

sifat tercela suatu perbuatan terletak pada setelah dimuatnya 

perbuatan itu didalam undang-undang. 

b. Tindak Pidana Formil dan Materiil 

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang 

telah dirumuskan sedemikian rupa didalam peraturan. Isi dari 

rumusan tersebut berupa malakukan suatu perbuatan tertentu 

perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat 
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yang timbul dari perbuatannya, namun pada selesainya perbuatan 

itu. 

Sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana materiil 

merupakan suatu tindak pidana yang mengacu pada akibat yang 

timbul merupakan sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu, 

pembuat akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 

dan dipidana.  

c. Tindak Pidana Umum dan Khusus 

Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang 

terdapat dalam rumusan hukum dan diberlakukan bagi setiap orang 

pada umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan 

perbuatan pidana yang perbuatannya dirumuskan didalam bentuk 

khusus atau lebih spesifik mengenai topiknya.misalnya dalam 

perbuatan korupsi, pengalihan jaminan fidusia, cyber, dll. 

d. Delik Biasa dan Delik Aduan 

Delik biasa merupakan delik yang dilakukannya penuntutan 

pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang bersangkutan. 

Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukan 

penuntutan pidananya disyaratkan adanya aduan dari yang 

berhak.
27

 

 

 

                                                 
27

 Ibid, hlm 30-31. 
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Fockema Anderae, kata korupsi berawal dari bahasa latin 

corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu 

kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turn ke banyak bahasa 

Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt, Prancis yaitu 

corruption, dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa 

Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.
28

 

Istilah korupsi berasal dari kata lain “corruptio” atau 

“corruptus”yang berarti  kerusakaan atau kebrobokan, ataau perbuataan 

tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang 

berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata 

“corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti “bribery” atau 

“seduction”, maka yang diartikan “corruptio” dalam bahasa Latin ialah 

“corrupter” atau “seducer”. “Bribery” dapat diartikan sebagai 

memberikan kepada seseorang agar seseorag tersebut berbuat untuk 

keuntungan pemberi. Sementara “seduction” berarti sesuatu yang 

menarik agar seseorang menyeleweng.
29

 

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

                                                 
28

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, hlm 4 
29

http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-

tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV, diakses pada 03 September 2021, pukul 14.39 WIB. 

http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV
http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV
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Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan 

hukum materiil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU 

No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.
30

 

3. Tipologi Tindak Pidana Korupsi 

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada 

korupsi termasuk tindak pidana korupsi itu sendiri telah cukup lengkap. 

Intrumen tersebut berupa peraturan dan perundang-undangan yang 

dimaksud untuk difungsikan dan dioptimalkan guna mencegah dan 

menanggulani perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para 

pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana 

serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara 

langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara. 

Melihat pengertian di atas, maka korupsi dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis atau tipologi. Tipologi tersebut antara lain: 

1. Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan 

merugikan negara. 

                                                 
30

Ibid  
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2. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima 

uang yang dilakukanoleh siapapun baik itu perorangan atau badan 

hukum. 

3. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai 

negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, 

barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan serta 

fasilitas-fasilitas lainnya. 

4. Penggelapan dalam jabatan yaitu tindakan seorang pejabat 

pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan 

penggelepan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang 

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan 

negara. 

5. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri 

atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaanya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, 

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. 

6. Perbuatan curang yaitu biasanya terjadi di proyek-proyek 

pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain 

yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian 

barang yag mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan 

negara 
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7. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan 

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. 

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

1. Pengertian Kepolisian 

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Institusi Negara 

yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga 

keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam 

negeri. 

2. Sejarah POLRI 

Lahir, tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah 

perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas 

yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban 

masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam 

pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-

sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini 

dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya satuan 

bersenjata yang relative lebih lengkap. 
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Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 

Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan 

diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh 

Inspektur Kelas 1 (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di 

Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan 

pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentra jepang yang kalah 

perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh 

rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi 

dan kekalahan perang yang panjang. 

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang didalamnya juga 

terdapat ribuan tentara belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin 

melucuti tentara jepang. Pada kenyataanya pasukan sekutu tersebut 

justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh 

karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi 

di mana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, 

yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian 

dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun 

diperingati oleh bangsa Indonesia. 

3. Tugas dan Wewenang Polisi 

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah : 
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a. Memberikan Keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat 

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara 

keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, 

orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga 

negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini 

dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah 

tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat 

mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa dan negara. 

Selain memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki 

wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat menganggu ketertiban umum. 

3) Mencegah dan menanggulani tumbuhnya penyakit masyarakat. 

4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 
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5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup keweangan 

administratif kepolisian. 

6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangkap pencegahan. 

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorag. 

9) Mencari keterangan dan barang bukti. 

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 

masyarakat. 

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 

waktu. 

D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi 

Upaya pembentukan badan pemberantasan korupsi telah dimulai 

sejak  zaman orde lama. Akan tetapi kemunculan KPK dapat dilihat 

awal kelahirannya terutama setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Pada 

tanggal 5 April 2000, Presiden RI yang waktu itu dijabat oleh 
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Abdurrahman Wahid mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 

tentang Tim Gabungan  tersebut terdiri dari unsur-unsur Kepolisian 

Negara, Kejaksaan, Instansi terkait, dan unsur masyarakat. Tim 

Gabungan mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit 

pembuktiannya. 

Pembentukan KPK dimulai dari ketentuan Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk KPK 

yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. hal tersebut tercantum pada 

konsiderans Menimbang huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsu yang kemudian menjadi dasar 

penyusunan UU KPK tersebut. 

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Bab II pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi. 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegaha tindak pidana korupsi 

e. Melakukan monitor terhadap penyelanggaraan pemerintah negara. 

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana yang sebagaimana yang diamanatkan di Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan 

Korupsi Berwenang: 

1) Supaya melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi. 

b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 

tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 

c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 

d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 

pidana korupsi. 
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f) Wewenang lainnya sebagimana diatur dalam Pasal 12,13 dan 

14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 

2) Supaya melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap 

instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan 

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang 

dalam melaksankan pelayanan public. 

3) Supaya melaksanakan tugas supervise sebegaimana dimaksud pada 

ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga 

mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau 

kejaksaan. 

4) Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau 

penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan 

tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan 

dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa: 

 Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan 

penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh 

kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tetap dapat ditempatkan 
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dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi 

Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Tahanan 

Negara untuk menempatkan tersangka didalam Rumah Tahanan 

Tersebut. 

5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga 

segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat 

penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

6) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

korupsi dengan alasan: 

a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 

dilanjuti 

b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-lalrut 

atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi 

pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. 

d) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur 

tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. 
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e) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau 

kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit 

dilaksanakan secar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

7) Terdapat alasan sebaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi 

Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau 

penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang 

sedang ditangani. 

8) Supaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 

yang: 

a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan 

orang lain yang aada kaitannya dengan tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara 

negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; 

yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Nefaea yang Bersih dan 

Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau  

c) Menyangkut ketugian negara paling sedikit Rp.100.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 
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9) Supaya melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang: 

a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

b) Memerintakan kepada instansi yang terkait untuk melarang 

seseorang berpergian ke luar negeri. 

c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan 

lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 

yang sedang diperiksa. 

d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 

untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 

tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 

e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 

f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 

terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelsan Pasal 

12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka 

atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi. 

g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 

perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 

perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki 

oleh tersangk atau terdakwa yang diduga berdasrkan bukti awal 
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yang cukup ada hubungannya dengan tidak pidana korupsi 

yang sedang di periksa. 

Dari penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan 

atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, 

penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian 

negara yang lebih besar. 

h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak 

hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, 

dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait 

untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang 

sedang ditangani. 

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa: 

 Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam 

hal Komisi Pemberantsan Korupsi Melakukan penahanan 

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, 

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada 

kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan 

tersebut dalam Rumah Tahanan. 
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10) Supaya melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantsan Korupsi berwenang 

melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: 

a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan 

harta kekayaan penyelenggaraan negara. 

b) Menerima laporan dan menetapkam status gratifikasi. 

c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada 

setiap jenjang pendidikan. 

d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. 

f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

11)  Supaya melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan 

administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. 

b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan 

pemerintah untuk melakukan peubahan jika berdasarkan hasil 

pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi 

korupsi. 

c) Melaprkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 
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keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai 

usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 

E. Tinjauan Umum Penyidikan 

1. Pengertian Penyidikan 

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara 

pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana 

ataupun tidak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam 

suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. 

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam 

rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju 

pengungkapan terbukti atau tidaknya deugaan telah terjadinya suatu 

tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa 

dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang menagtur 

mengenai tindak pidanannya.
31

 

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan 

dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan 

membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana 

yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik. 

b. Ketentuan tentang diketahuinnya terjadinya delik. 

c. Pemeriksaan di tempat kejadian. 
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d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa. 

e. Penahanan sementara. 

f. Penggeledahan. 

g. Pemeriksaan atau interogasi. 

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan: 

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya” 

 

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk 

mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.
32

 

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal 

hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu : 

“usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran 

tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang 

melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta 

siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”
33

 

 

Penyidikan sendiri ada yang yang disebut penyidik yaitu orang 

yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan 

pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat 
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penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil.
34

 

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan 

setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga 

merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan 

dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupub pengaduan 

tentang dugaan telah terjaidnya suatu tindak pidana. 

2. Unsur-Unsur Penyidikan 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 

tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 

berhubungan. 

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik 

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 

menemukan tersangkanya. 

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, 

telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang 
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dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana 

yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.
35

 

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam 

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil’alamin yaitu rahmat 

bagi seluruh alam. Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari 

Al-Quran dan Hadist. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada 

satupun peristiwa yang tidak diaturdalam islam, “ tiada suatu peristiwa pun 

di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah AWT “.
36

 

Islam memandang korupsi sebagai sebagai perbuatan yang keji dan 

kotor. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, 

yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya 

dikategorikan melakukan jinayat al-kubro (dosa besar).
37

 Dalam hukum 

Islam tidak terdapat istilah korupsi secara definitif, namun Islam secara 

tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap, dan berbagai kejahatan 

lainnya yang termasuk dalam kategori korupsi.
38

 Akan tetapi Islam 

mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, 

Islam memberikan tuntutan agar dalam memperoleh harta dilakukan 

dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu 

dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat,tidak 
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menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang alam 

takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.
39

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah (2): 188. 

ُايَْىَالُِوَلاحَأَكُْمُُ ٍْ وْآايَْىَانكَُىُْبيَُْكَُىُْباِنْبَاطِمُِوَحدُُْنىُْابهَِآُانَِىُانْحُكَّاوُِنِخأَكُْهىُْافزَِيْقاًُيِّ

ٌَُ ىْ ًُ َْخىُُْحعَْهَ َ  انَُّاسُِبلِْْثىُِْوَا

Artinya :  Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu 

dengan jalan yang batil dan kau bawa ke muka hakim-

hakim.Karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harat 

benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya.
40

 

 

Firman-NYA dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ (4): 29. 

ُايَُىُْاُ ٍَ ُْكُىُْوَلاَُيآيَُّهَاُانَّذِيْ ُحزََاضٍُيِّ ٍْ ُحجَِارَةًُعَ ٌَ َْخكَُىْ لاحَأَكُْهىُْآايَْىَانكَُىُْبيَُْكَُىُْبِانْباَطِمُِاِلُّّاَ

ا ًً ُبكُِىُْرَحِيْ ٌَ ُاّللَُّكَا ٌَّ َْفسَُكُىُْاِ  حقَْخهُىُْآاَ

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
41

 

 

Menurut ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mengambil harta yang 

bukan haknya merupakan perbuatan yang tercela dan batil. Dengan 

demikian sama halnya dengan tindak pidana korupsi yaitu memakan harta 

benda yang bukan merupakan haknya melalui jalan yang salah tidak 

melalui jalan yang benar.  

Harta dari korupsi jelas hukumnya haram. Hukum perbuatan korupsi 
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menuntut pendapat yang dikemukakan ole ulama‟ fiqih, secara aklamasi 

dan konsesus (jima’) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip 

maqashidussy syari’ah.
42

 Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat 

ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan 

perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan 

Negara dan kepentingan publik (masyarakat)yang dikecam oleh Allah 

SWT dengan hukuman setimpal di akhirat.
43

 

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Imran (3): 161. 

ََُفْسٍُ تُِثىَُُّحىَُفىُّكُمُّ ًَ ُيىَْوَُانْقِي اُغَمَّ ًَ ُيَّغْهمُُْيَأثُِْبِ ٍْ ُوَيَ ُيَّغمَُّ ٌْ ُنُِبَيٍُِّاَ ٌَ وَيَاُكَا

ٌَُ ىْ ًُ اكَسَبجَُْوَهُىُْيظُْهَ  يَّ

Artinya:Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 

rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang 

membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri 

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
44

 

 

Setelah mengkaji dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kata korupsi secara literatur tidak ditemukan dalam 

khasanah Islam, tetapi substansi dan permasalahannya bisa dicari serta 

ditelusuri dalam Islam. Karena pada dasarnya semua kejadian yang ada 

dimuka bumi ini sudah diatur dalam Al-Qur‟an Al Karim sekalipun hal 

tersebut belum terjadi. 
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BAB III 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam 

pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penyelidikan.” Jadi yang dapat menjadi penyelidik 

aadalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas 

penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan merupakan serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 

KUHAP). 

Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa 

penyidik ialah: 

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang. 
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Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, 

dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat 

Pegawai negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua pejabat Pegawai 

Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkannya (pasal 1 angka 2 KUHAP). 

Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa 

benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik 

atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizing Pengadilan 

Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 33 KUHAP), 

pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang 

penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 

sampai 20 KUHAP).
45

 

Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap 

kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada 

Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua 

lembaga tersebut sama-sama beralasan memiliki dasar hukum dalam 
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melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang 

berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan 

KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf c 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

Penyidik POLRI dalam menlakukan serangkaian tindakan dalam 

penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memassuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 
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i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 

l. Mengadakan tidakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak 

pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang 

diamanatkan oleh undnag-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP 

maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya 

penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi suatu Tindak Pidana Khusus. 

BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyatakan: “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sindan 

pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan 

hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP 

terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi: 

Pasal 30 

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman 

melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai 

mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang 

sedang diperiksa. 

 

Penjelasan pasal 30: 

Ketentuan ini untuk memberikan kewennagan pada penyidik yang 

pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh 

izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri. 

 

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen 

yang diberi nama Komisi Pemberintasan Korupsi (KPK), lembaga ini 

diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk 

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak 

Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

antara lain. 

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi , supervise terhadap instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervise 

terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
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terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap 

penyelenggaraan pemerintah negara. 

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang: 

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang 

lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara 

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau 

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki wewenang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 yaitu: 

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 

b. Memrintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

untuk bepergian ke luar negri 

c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 

diperiksa. 

d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 

memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, 

terdakwa, atau pihak lain yang terkait. 
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e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 

kepada instansi yang terkait. 

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 

perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 

perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 

tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang 

cukup ada hubunganya dengan Tindak Pidaa Korupsi yang sedang 

diperiksa. 

h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 

negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan 

barang bukti diluar negeri. 

i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 

dalam perkara tindak pidana korusi yang sedang ditangani. 

Dari hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang 

ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses 

penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada 

pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari 

KPK kepada penyidik POLRI telah dilakukan, maka berdasarkan 

pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam 

proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi 
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dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada KPK 

(pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan 

korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk 

koordinasi antara Kepolisian dengan KPK di tuangkan dalam bentuk 

Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 

Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/POLRI-KPK/VII/2005 

tentang Kerjasama POLRI dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan 

untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, di antaranta dalam penguatan kelembagaan di mana saling 

memberikan bantuan personil dan fasiltas yang menunjang pelaksanaan 

penanganan perkara korupsi dan juga diadakanya kerja sama dalam bidang 

operasional seperti: perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk 

memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh 

POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada 

kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenang 

Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada 

kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenng 

melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak 

melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan oang lain 
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yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh 

aparat penegak huku, atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan 

terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang 

dari Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak 

Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 

negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara 

mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara 

paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), POLRI juga 

berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi 

tersebut kepada penyidik POLRI. 

Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, tertulis antara lain bahwa penegakan hukum untuk 

memberantas tidak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional 

selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan 

metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu 

badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas 

dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, instensif, efektif, 

professional serta berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 20 

Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan koordinasi 

dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan. 

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia 

dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan 

kenijaksanaan usaha yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana 

Korupsi dengan membentuk badan khusus yang disebut Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk dengan pertimbangan 

bahwa lembaga pemerintah yang menangani masalah pidana korupsi 

belum berfungsi secara efektif dan efesien dalam pemberantasan pidana 

korupsi, sedangkan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas, 

perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah 

kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara dan juga dari 

segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis oleh karena 

itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana 

biasa melainkan telah digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa. 

B. Perbedaan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Kepolisian dan Komisi 

Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

Kewenangan kepolisian dalam 

penyidikan 

Pasal 15  UU No. 2 Tahun 2002 

Kewenangan KPK dalam 

penyidikan 

Pasal 12 UU NO. 19 Tahun 2019 
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1. menerima laporan atau 

pengaduan dari seorang 

tentang adanya tindak pidana; 

2. melakukan tindakan pertama 

pada saat di tempat kejadian; 

3. menyuruh berhenti seorang 

tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

4. melakukan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan; 

5. melakukan pemeriksaan dan 

penyitaan surat; 

6. mengambil sidik jari dan 

memotret seorang; 

7. memanggil orang untuk 

didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

8. mendatangkan orang ahli 

yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

9. mengadakan penghentian 

penyidikan; 

10. mengadakan tindakan lain 

menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

1. Melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan 

2. Memerintahkan kepada 

instansi yang terkait untuk 

melarang seseorang untuk 

bepergian ke luar negeri. 

3. Meminta keterangan kepada 

bank atau lembaga keuangan 

lainnya tentang keadaan 

keuangan tersangka atau 

terdakwa yang sedang 

diperiksa. 

4. Memerintahkan kepada bank 

atau lembaga keuangan lainnya 

untuk memblokir rekening 

yang diduga hasil dari korupsi 

milik tersangka, terdakwa, atau 

pihak lain yang terkait. 

5. Memerintahkan kepada 

pimpinan atau atasan tersangka 

untuk memberhentikan 

sementara tersangka dari 

jabatannya. 

6. Meminta data kekayaan dan 

data perpajakan tersangka atau 

terdakwa kepada instansi yang 

terkait. 

7. Menghentikan sementara suatu 

transaksi keuangan, transaksi 

perdagangan, dan perjanjian 

lainnya atau pencabutan 
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sementara perizinan, lisensi 

serta konsesi yang dilakukan 

atau dimiliki oleh tersangka 

atau terdakwa yang diduga 

berdasarkan bukti awal yang 

cukup ada hubunganya dengan 

Tindak Pidaa Korupsi yang 

sedang diperiksa. 

8. Meminta bantuan Interpol 

Indonesia atau instansi 

penegak hukum negara lain 

untuk melakukan pencarian, 

penangkapan, dan penyitaan 

barang bukti diluar negeri. 

9. Meminta bantuan Kepolisian 

atau instansi lain yang terkait 

untuk melakukan 

penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan 

dalam perkara tindak pidana 

korusi yang sedang ditangani. 

Tabel 1 Perbedaan Kewenangan Kepolisian dan KPK dalam 

penyidikan tindak pidana korupsi. 

 

Berdasarkan pada table tersebut maka KPK memiliki kewenangan 

yang lebih tinggi dibanding kepolisian. Lembaga negara di Indonesia 

dibagi menjadi dua macam yakni constitutional state organ dan  state 

auxiliary organ. Constitutional state organ ialah lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, state 

auxiliary organ ialah lembaga nega yang kewenangannya diberikan bukan 
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oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-

undangan lainnya. Beberapa state auxiliary organ walaupun 

kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya 

tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnnya. Di Indonesia, state 

auxiliary organ berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini 

dibentuk baik oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. 

Terbentuknya state auxiliary organ ialah dikarenakan kondisi birokrasi 

yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman 

kualitas mutu yang senantiasa meningkat. Perkembangan state auxiliary 

organ itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dasar hukum yang 

mengatur terkait dengan kedudukan state auxiliary organ dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia.
46

  

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
47

  

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian 

bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

                                                 
46

Jimly Asshidiqie, Perkembangan  & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

Cet III. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hlm. 25.  
47

 Pasal 1 Undamg Undang No 8 Tahun 1981 
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Sisi lain dari itu, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi 

diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK 

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi.  Maka dari itu, baik Polri maupun KPK, 

berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU 

KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak 

pidana korupsi. Akan tetapi, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu 

dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh 

Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 10A UU KPK). Pengambil alihan 

perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 10A 

ayat 2 dan 3 UU KPK:  

Pasal 10 A 

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10A, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi: 

1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil 

alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak 

Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau 

kejaksaan. 

2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai Tindak 

Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak 

Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana 

Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi 

yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi 

mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan 

penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari 

pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. 

keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/node/38/uu-no-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/node/38/uu-no-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi


 

 

 

54 

 

 

 

kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 

secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih 

penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan 

wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta 

alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga 

segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada 

saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

 

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal 

lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 

Pasal 50 UU KPK: 

 

Pasal 50 

1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan 

perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau 

kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 

2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi 

secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan 

penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau 

kejaksaan tidak berwenang lagi  

4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian 

dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 

penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut 

segera dihentikan. 

 

Melihat kembali Pasal 50 UU KPK, asalkan KPK juga sudah 

memulai penyidikan kasus korupsi, maka Kepolisian atau Kejaksaan 

seharusnya patuh pada undang-undang. 
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Polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah 

pengadilan. Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana 

Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana dalam artikel UU KPK Lebih 

“Kuat” Ketimbang UU Polri. Menurutnya, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU 

KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga 

KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu pasal pun yang 

menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia 

berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK. 

Sebenarnya ada batasan terhadap kewenangan penyidikan 

dalam Pasal 14 huruf  m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia(“Perkapolri 14/2011”) yang 

menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan 

hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik 

dilarang  menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan. 

Berdasarkan uraian dan analisis di atas penulis mendapatkan 

kesimpulan bahwa perbedaan dalam kewenangan penyidikan yang dimiliki 

oleh KPK dan kepolisian adalah KPK memiliki kewenangan yang 

selangakah lebih unggul daripada Kepolisian Karena dapat mengambil alih 

perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian sesuai dengan 

pasal 10A Undang-Undang No 19 Tahun 2019, akan tetapi harus 

dilakukan sesuai dengan alasan-alasan tertentu dan mekanisme yang ada di 

dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang Undang No 19 Tahun 2019. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50261e3098188/uu-kpk-lebih-kuat-ketimbang-uu-polri
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50261e3098188/uu-kpk-lebih-kuat-ketimbang-uu-polri
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Kepolisian adalah sebagai berikut: 

Kewenangan kepolisian dalam 

penyidikan 

Pasal 15  UU No. 2 Tahun 2002 

Kewenangan KPK dalam 

penyidikan 

Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2019 

Pasal 15 ayat (1) 

1. Menerima laporan atau 

pengaduan dari seorang 

tentang adanya tindak 

pidana; 

2. melakukan tindakan 

pertama pada saat di 

tempat kejadian; 

3. menyuruh berhenti 

seorang tersangka dan 

memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4. melakukan penangkapan, 

penahanan, 

penggeledahan dan 

penyitaan; 

Pasal 12 ayat (2) UU KPK 

1. Melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan 

2. Memerintahkan kepada 

instansi yang terkait untuk 

melarang seseorang untuk 

bepergian ke luar negeri. 

3. Meminta keterangan kepada 

bank atau lembaga keuangan 

lainnya tentang keadaan 

keuangan tersangka atau 

terdakwa yang sedang 

diperiksa. 

4. Memerintahkan kepada bank 

atau lembaga keuangan 

lainnya untuk memblokir 
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5. melakukan pemeriksaan 

dan penyitaan surat; 

6. mengambil sidik jari dan 

memotret seorang; 

7. memanggil orang untuk 

didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau 

saksi; 

8. mendatangkan orang ahli 

yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

9. mengadakan penghentian 

penyidikan; 

10. mengadakan tindakan 

lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

rekening yang diduga hasil 

dari korupsi milik tersangka, 

terdakwa, atau pihak lain 

yang terkait. 

5. Memerintahkan kepada 

pimpinan atau atasan 

tersangka untuk 

memberhentikan sementara 

tersangka dari jabatannya. 

6. Meminta data kekayaan dan 

data perpajakan tersangka 

atau terdakwa kepada 

instansi yang terkait. 

7. Menghentikan sementara 

suatu transaksi keuangan, 

transaksi perdagangan, dan 

perjanjian lainnya atau 

pencabutan sementara 

perizinan, lisensi serta 

konsesi yang dilakukan atau 

dimiliki oleh tersangka atau 

terdakwa yang diduga 

berdasarkan bukti awal yang 

cukup ada hubunganya 

dengan Tindak Pidaa 

Korupsi yang sedang 

diperiksa. 

8. Meminta bantuan Interpol 

Indonesia atau instansi 

penegak hukum negara lain 

untuk melakukan pencarian, 
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penangkapan, dan penyitaan 

barang bukti diluar negeri. 

9. Meminta bantuan 

Kepolisian atau instansi lain 

yang terkait untuk 

melakukan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, 

dan penyitaan dalam perkara 

tindak pidana korusi yang 

sedang ditangani. 

 

2. Berdasar pada kewenangan-kewenangan tersebut, maka KPK dalam 

upaya penyidikan tindak pidana orupsi memiliki kewenangan lebih 

besar dibandingkan dengan Kepolisian. Kedudukan KPK sebagai state 

auxiliary organ seharusnya tidak memiliki kewenangan yang jauh lebih 

besar dari pada kepolisian, meskipun KPK sendiri merupakan suatu 

lembaga yang kemunculannya disebabkan karena bertambahnya tindak 

pidana korupsi secara signifikan. 

B. Saran 

1. Proses penyidikan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan lagi 

dikarenakan kasus korupsi sendiri di Indonesia sudah tergolong dalam 

kejahatan luar biasa namun kasus korupsi pun masih tergolong sangat 

tinggi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah baru selain proses 

penyidikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan selama ini. 
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2. Pihak kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi bersama-sama 

dengan masyarakat dan pejabat negara harus saling membantu dalam 

menekan faktor-faktor penyebab korupsi sehingga angka tindak pidana 

korupsi dapat berkurang. 

3. Pihak kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi serta pejabat publik 

menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi tindak 

pidana korupsi. Sebaiknya para pejabat publik lebih peduli dan sadar 

akan dampak dari korupsi. 
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